PEMERINTAH KOTAMADYA DAERBH TINGEAT 11
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT 11 MOJOKERTC

NOMOR 3 TAHUN 1930
TENTANG
SUSUNAN ORGANTSASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT 1I MOJOKERTC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang ! a.

Mengingat : 1.

bahwa, sehubungan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Kotamadya Daeran Tingkat II Mojokerto sebagai-
mana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 11 Mojckerto Nomor : Hk.16 tahun 1987 tanggal 10
Pebruari 1987 sudah tidak sesual dengan perkembangan keadaan,
maka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan di bidang Pekerjzan Umum, dipandang perlu
menyempurnakan secara menyelurvh Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas PekerJjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat TI Mojo-
kerto, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam
suatu Peraturan Daerah. -

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok—pokok Pemerin-
tahan ai Daerah 3

. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 fentang Pe&bentukan Daerah

Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timix /Jawa
Tengah/Jawa Barat ;

Peraturan Pemeriﬁtah Nomor 47 tshun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun i974 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umam kepada
Daerah ; ' '

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang

Bentuk Peraturan Dasrah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tanun 1377 tentang

Pedoman Pembentukan Susunan Organrisasai dan Tata Kerja Dinas
Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Moiockerto,

MEMUTUSK AN

Menetapkan : PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TENTANG
SUSUNAN ORGCANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT IT MOJOKERTO.

a.

BaB I
KETENTUAN UMM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang clmaksud aergsn

Pemerintah  Daerah , adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojckerto ;



b. Kepala Daerah, acalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Mojokerto ; '

c. Daerah, adalah Xotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

d. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umuarn
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;:

e. Kepala Dinas Pekerjaa Umum Daerah, adalah Kepala Dinas Peker-
jaan Umum Daerah Kotamadys Daerah Tingkat II Mojokerto ;

‘BAB 'II
PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAARN
UMUM DAERAH

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum yang telah dibentuk berdasarkan Kep.utusan
Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor Hk. 16
tatun 1987, dinyatakan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III _
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST

Fasal 3

{1) Dinas Pekerjaan Umum Dakrah mempunyai kedudukan sebagai unsux
pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum ;

{2} Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Daerah yang merupakan pembantu langsung dan
bertanggung jawab kepadd Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjzan Umum Daerah mempunyai tugas pokok sebagai
berikut H

a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan merencanakan dan menyu-
sun program, membuat dan memelihara bidang Pekerjaan Umum
berdasarkan Xebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepla Daerah
dan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

b. Mengadakan penelitin:1 dan evaluasi tentang tatacara perenca-
naan, pembuatan dan pemweliharaan Pekerjsan Umumm guna mencipta-
kan dan mencari sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil
gquha ;

c. Menyusun laperan berkala atau tahunan mengenai kegiatan dalam
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum ;

d. Memberikan saran dan pendapat baik diminta maupun tidak ten-
tang Pekerjaan Umum kepada Kepala Daerah .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4
Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Daerah menyelenggara-
kan fungsi-fungsi :

a. Perencanaan, yang weliputli segala usaha dan kegiatan untuk
merencanakan, meneliti, mengqurepulkan dan mengolah data untuk
menyusun program ;

b. Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan mengama-
tan, pemeliharaant., perbaikan, pembanqunan dan pelaksnaan
kebijsksanaan-kebijaksanaan sesual dengan program yang telah
ditetapkan ;

t. Ketatausahaan, yang meliputi segala usaha dan keglatan dibi-
dang takta usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;



d.

Pembinaan, yang meliputil segala usaha dan kegiatan penyuluhan,
pendidikan dan latihan untuk peningkatan pelayanan Pekerjaan
Unmtim ;

. Koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk

mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak dalam pelaksanaan
tugas ;

. Pengawasan, yang mellputl segala usaha dan kegiatan untuk

nelaksanakan | pengamanan ‘atas  pelaksanzan tugas pokok sesuai
dengan kebljaksanaan yang dltetapkan oleh Kepala Daerah serta
peraturan perundanQWundangan yang berlaku

B AB IV
SUSUNAN ORGANISASIT
~Pasal 6

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah tediri dari

. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;

. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-seksi.

(1)

(2)

(3}
(4}

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum Daerah dlplmpln oleh secrang Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Daerah ;

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian
Tata Usaha ;

Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan Sub Seksi di
pimpin cleh seorang Kepala Sub Seksi.
Pasal 8
Sub bagian dan Seksi-seksi dimaksud Pasal 6 huruf b dan c

Peraturan Daerah ini, adalah :

L2 S+ R TR o A R

(1)

{2}

. Sub Bagian Tata usaha ;

Seksi Jalan ;

Seksi Tata Kota Dan Tata Daerah ';

Seksi Tata Panglinah dan Tata Perumahan ;

Seksi Peralatan dan Perbekalan ;

Seksi Pencegahan atan Penanggulangan Kebakaran.
Pasal 9

Pada Sub Bagia Tata wusaha dibentuk sebahyak-banyaknya 4
(empat) Urusan ;

Pada tiap Seksi: dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub
Seksi.
Pasal 10
SUE BAGIAN TATA USAHA

Zub Bagian Tata usaha mempunyai tugas :

. Meizksanakan tata usaha umam, tata usaha kepegawaian, tata

usaha keusngan dan tata usaha perlengkapan ;

Membartu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana
anggaran dan belania Dinas ;
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Melaksanakan urusan rtumsh tangga Dinas dengan mengusahakan
terciptanya tertib administrasi, tertib program dan tertib
anggaranh ;

Melaksanakan pelayanan administrasi bagil seluruh Seksi-seksi
dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

Melaksanakan urusan tugas keprotokolan ;

. Melaksanakan tugas-tugas penyempurnaan Organisasi dan Tata

laksana dan meningkatkan aktifitas pegawai ;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
Dinas .
Pasal 1l
Sub Bagaian Tata Usaha terdiri daril :

Urusan Umun ;

. Urusan Kepegawaian ;

. Urusan Keuangan ;

Urusan Perlengkapan .

Pasal 12

Urusan Umun mempunyal -tugas :

. Menyelenggarakan: segala surat menyurat, baik surat keluar

maupun surat masuk ;

Menyelenggarakan kegiatan bidang kearsipan, serta bertanggung
Jawab atas pemeliharaannya ;

. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas meliputi Kkeamanan

kantor, keamanan informasi kedinasan, serta mempersiapkan
upacara-upacara, pertemuan dan rapat-rapat kedinasan serta
pelayanan tamu Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

. Melakukan pekerjaan pengetikan, penggandaan dan ekspedisi ;

e. Mengkoordinir pembuatan laporan periodik tentang kegiatan

dinas Pekrjaan Umum Daerah ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengum-

pulan data pegawal, pengangkatan, pemberhentian atau pensiun
pegawai, kenaikan gajl berkala, kenaikan pangkat, pemindahan
dan pembinaan karier pegaval ;

. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketram-

pilan dan disiplin pegawai ;
Mengadakan analisa kebutuhan pegawal ;

d. Mengurus kesejahteraan pegawai yang meliputi kesehatan {Askes)

pemberian tanda Jjasa dan fasilitas lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub

Bagian Tata Usaha.



4.

b.

Pasal 14
Urusan Keuangan mempunyai tugas

Menghinmpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran
Pendapatan dan Pelanja ; ’ :

Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggungiawaban
keuangan serta perhitungan anggaran ;

Menyelenggarakan urusan otorisasi ;

Melaksanakan pengggajian serta hak-hak keuangan lainnya bagi
pegawal Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

e. Mengurus dan menyelesaika keusndan perJjalanan Dinas ;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang'diberika oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha. :

Pasal 15

Urusa Perlengkapan mempunyai tupas 3

. Menyusun rencana Xebutuhan alat-aiat perlengkapan Kantor

termasuk alat-alat tulis ;

b. Menyiapkan semua keperluan alat-alat tulis Kantor ;

. Memelihara seluruh alat-alab perlengkapan Kantor yanng menjadi

tanggung Jjawabnya ;

. Menyusun inventarisasi dan menyelenggarakan tata usaha tentang

alat-alat perlengkapan Kantor ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Pasal 16
GFEKST JALAN

Seksi Jalan mempunyai tugas

. Menghimpun data-data tentang keadaan‘jaléanalan, Jembatan dan

trotoir sebagai bahan untuk renentukan kondisi £isik Jalan,
jembatan maupun Lrotelr ; -

. Menyusun rencana jangka panijang, Jangka menengah dan  penyusu-

nan program perwujudan jaringan Jjalan, Jembatan dan trotoir ;

Menyusun perencanzan tekhnis dan pembangunan jalan, Jembatan
dan trotoir;

. Melaksanakan pemeliharaan atas Jalan, jembatan serta trotoir

yang menjadi tanggung jawabnya ;

. Melaksanakan penetapan status suatu ruas Jalan lokal sebagal

jalan kota atau ruas jalan sebagal jalan Desa ;

. Memberikan bimbingan dan petunjuk tekimis kepada masyarakat

dalam uscha pelaksanaan perbaikan Jalan kampung — secara
swaday= ;

. Menyusun dan membuat laporan secara periodik sebagal partang-

gung Jjawvaban atas pelaksanaan pembangunan, ‘pewmeliharaan dan
perbaikan jalan, jembatan dan trotoir, baik yang dilsksanakan
sendiri maupun oleh pihak lain ;

. Mengolah data tentany Legger Jjalan ;

. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas .



Pasal 17
Seksi Jalan terdizi dari

Sub Seksi Perencanaan Tekhnis dan Legger Jalan ;

a.

b. Sub Seksi Pembangunan ;

Cc. Sub Seksi Pemeliharaan ;

Pasal 18
Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Lagger Jalan, mempunyal
tugas

a. Melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap keadaan dan
kordisi fisik jalan, jembatan dan trotoir ;

b. Membuat analisa dan merumuskan bangunan jalan, Jermbatan dan
trotoir ;

c. Bekerja sama dengan instansli terkalt menyusun rencana pengatu-
ran Nama, Nomor, Ruas Jalan, Jurusan dan Sistem Jaringan Jalan
serta penempatan rambu-rambu jalan guna keamanan, ketertiban
dan pemeliharaan jalan ;

d. Menyusun rencana pembangunan, perbaikan dan  pemeliharaan
jalan, jembatan dan trotoir serta repcana anggaran pembiayaan-—
nya ;

e. Melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap keadaan ruas
jalan untuk penyusunan rencana penetapan status jalan kota
atap jalan desa ;

f. Memelihara dan mengolah data tentang Nomor, Nama, Status lebar
atau panjang Jjalan serta keadaannua ;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yanyg diberikan oleh Kepala Seksi
Jalan.

Pasal 19
Sub Seksi Pembangunan mempunyai 'igas

a. Melaksanakan pembangunan jalan, Jjembatan dan trotoir sesuval
dengan rencana vang telah ditetapkan ;

b. Membimbing dan memberikan petunjuk teklnis kepada masyarakat
dalam usaha pelaksanaan pembangunan jalain dan jembatan  Desa
atau Kelurahan yang dilakukan secara Swadaya masyarakatb

c. Mengawasi dan member ikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
pembangunan Jalan dan jembatan yang dilaksanakan nleh pihak
lain ;

d. Menyusun dan membuat laporan secara Deriodik sebagal  pertang-
gung jawaban atas pelaksanaan pembangunan jalan, Jerhatan dan
trotoir baik yang dilaksanakan sendiri masupun pihak lain ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Jaian.

Pasal 20
Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas

a. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan Zalan, Jenbatan dan
trotoir sesuai dengan rencana yanyg telah ditetapszan ;

b. Mengadakan penempatan pemeliharasn dan perbaikan sarana jalan

dan rambu-rambu jalan atau lalu iintas milik Femerintah Daerah
serta memberikan pertimbangan terhadap iiin untuk menggunakan
jalan yang tidak sesual dengan kelasnva ;



cC.

. Menyusun dan membuat laporan secara pericdik sebagal pertang-

gung Jawaban atas pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan
trotoir baik yang dilaksanakan sendiri maupun pihak lain ;

. Mengadakan bimbingan dan petunjuk teknis kepada masyaxakat

dalam usaha perbaikan jalan, jembatan dan trotoir yang dilak-
canakan secara swadaya masyarakat ; '

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi
Jalan.
Pasal Z1
SEKSI TATA KOTA DAN TATA DAERAH
Seksi Tata Kota dan Tata Daerah mempunyai tugas

Mengadakan xoordinasi kepada Instansi terkait untuk menyusun
perencanaan umum tata ko 5 dan tata daerah serta pemanfaatan
ruang Daerah Tingkat IT/Kota serta rencana detail tata ruang
untuk satu kawasan pengembangan atau kawasan kota ;

. Penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengenda-

lian pemanfaatan ruang untuk satuan pemuk iman, satuan kawasan
kota atau untuk kepentingan lain ;

Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan situasi kota
atau daerah hubungannya dengan peruntukan ruang untuk memberi-
kan pelayanan baik terhadap masyarakat maupun Instansl y=2ng
membutuhkan ;

Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk menanggu-
langi dan menertibkan pelanggaran—pelanggaran terhadap
pembangunan yang menyimpang dari ketentuan dan pedoman yang
berlaku ;

Menyusun dan membuat laporan secara periodik tentang hasil
penelitian dan evaluasi terhadap penbangunan dan perkembangan
perkotaan ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas ;
Pasal 22
Seksi Tata Kota dan Tata Daerah terdiri dari

. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;

Sub Seksi Tata Kota ;
Sub Seksi Tata Daerah .

Pasal 23
Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai togas :

Hengadakan kegiatan penelitian, sebagai bahan untum membuat
peta dasar perencanaan dan pengembangan kota termasuk perenca-
naan detail ruang kota dan daerah ;

. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusunan

rencana tekhnik ruang, perempatan ruang, pengendalian dan
pemanfaatan ruang kawasan untuk pemukiman kota atau Kawasan
pengembangan industri atau perdagangan ; '

. Menyusun Petunjuk dan Pedoman tentang peruntukan ruang sesuail

dengan rencana detail tata ruang kota atau daerah ;

. Menyusun rencana Jaringan Lalu lintas Angkutan dan Prasarana

Fisik Kota atau daerah, rencepa penyebaran kota atau kawasan
pengembangan serta tahapan pengembangan lingkungan: perkotaan
atau kawasan pengembangan ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Tata Kota dan Tata Daerah.



a.

Pasal 24
qub Seksi Tata Kota mempunyal tugas :

Menpersiapkan pengaturan dan pelaksanaan Jaringan lalu lintas
Angkutan dan Prasarana fisik Kota, rencana penyebaran atau
pengembangan Kota serta peruntukan ruang kota ;

. Melaksanakan kegiatan pemetaan situasi Kota hubungannya dengan

peuntukan Ruang Kota untuk memberikan pelayanan paik terhadap
masyarakat umum maupun Instansl yang membutuhkan ;

. Memberikan petunjuk dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap

kebijaksanaan Pemerintah baerah dibidang Perencanaan Fisik
Kota serta rencaha detail Tata Ruang Kota serta peruntukan
suaty ruang atau kawasan ;

. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaarl pembangunan Perkotaan

untuk menghindari penyimpangan dari ketentuan dan pedoman yang
telah ditetapkan ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Tata Kota dan Tata Daerah.

Pasal 25
Sub Seksi Tata Daerah mempunyai tugas

. Mempersiapkan pengaturan pelaksanaan pembangunan Frasarana

fisik Daerah, rencana kawasan pengembangan serta rencand
peruntukan Ruang Daerah Tingkat II ;

. Melaksanakan kegiatan pemetaan situasi Daerah hubunganny3

dengan peuntukan tata ruang Daerah Tingkat Il serta kawasan
pengembangan untuk member ikan pelayanan baik terhadap masyara-
kat umum maupun Instansi yang membutuhkan ;

Memberikan petunjuk dan penyuluhan xepada masyarakat tentang
kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Perencandail Figik
Dacrah serta rencana detail Tata Ruang Daerah serta rencana
peruntukan Ruang ;

. Mengadakan evaluasi dan pengamatail terhadap penyelenggaraan

Pembangunan di Daezah untuk menghindari penyimpangan dari
ketentuan dan pedoman yand telah ditetapkan ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Tata Kota dan Tata Daerah.

Pasal 26
SEKSI TATA BANGUNAN DAN TATA PERUMAHAN

Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan mempunyal tugas :

. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanzan Pembangunan Geduing

atau Perumahan atau bangunan tempat umum lainnya sesbal dendgan
rencana detail Tata Ruang Kota dan Tata Ruang baerah ;

Menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan perurahan atau
gedung-—gedung lainnya untuk keamanannyd lingkungan termasuk
pengamanan terhadap kebakaran ;

. Mengurus dan nemproses izin mendirikan bangunan ;

, Melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanadan

kegiatan Pembangunarn perumahan, dedurd] baik Pemerintah atau
swasta serta bangunan untuk kepentingan umum lainnya ;

. Melaksanakan bLugas-tugas laln yang diberikan oleh Kepala

Dinas ;



. Pasal 27
Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahsn terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Bangunan ;
b. Sub Seksi Tata Perumahan ;

. Sub Seksi Perizinan .

Pasal 28
Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pembangunan Gedung

pPerkantoran atau bangunan untuk kepentingan umum lainnya
sesuai dengan rencana detail Tata Ruang Kota dan Daerah ;

. Menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan gedung untuk

Perkantoran atan bangunan tempat wumum lainnya  termasuk
pengananan kebakarannya ; .

. Melaksanakan penilaian dan mengadakan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung ;

. Mengambil tindakan terhadap Pembangunan gedung yangd tidak

sesual dengan bestek atau tanpa IMB ;

. Merencanakan dan melaksanakan perawatan dan perbaikan banqunan

gedung-gedung milik Pemerintah Daerah ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Tata Bangunan dan Tata Perumahan.

Pasal 29
Sub Seksi Tata Perumahan, mempunyal tugas :

Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pembangunan peruma-
han sesuai dengan rencana detail Tata Ruang Kota dan Daerah ;

Menentukan dan merumuskan kekuatan bangunan perumahan termasuk
pengamanan kebakarannva ;

. Melaksanakan penelitian dan mengadakan penyusunan terhadap

pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan ;

. Mengambil tindakan terhadap pembangunan perumahan yang tidak

sesuai dengan bestek atau tanpa IMB ;

. Merencanakan dan melaksanakari perawatan dan perbaikan bangunan

Perumahan milik Pemerintah Daerah ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Tata Bangunan dan Tata Perumahan.

Pasal 30
Sub Seksi Perizinan, mempunyai tugas :

Menyusun pedoman dan petunjuk  tentang Persyaratan dan
prosedur izin mendirikan bangunan dan perumahan ;

. Meneliti dan mengevaluasi berkas-berkas usulan permintaan izin

mendirikan bangunan beserta pertimbangan-pertimbangan dari
Instansi terkait ;

Memproses usulan dan mengeluarkan izin mendirikan bangunan ;

. Mengadakan koordinasi dengan Sub Seksi terkait dalam melaksa-

nakan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
pembangunan beserta peruntukannya ;

. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Tata Bangunan dan Tata Perumahan,



Pasal 31
SEKST PERALATAN DAN PERBEKALAN
Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :

Menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat
untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umun Daerah ;

Mengadakan koordinasi dengan Seksi terkait untuk penyusunan
kebutuhan bidang perbekalan untuk pembangunan dan perbaikan
jalan, jembatan dan bangunan lainnya ;

Melaksanakan perawatan dan perbalkan seqala xendaraan dan
peralatan berat milik Dinas ;

Memelihara, mengawasi dan merigolah tata usahé perbekalan ;

e. Mengatur pemakaian peralatan untuk Dinas ;

f. Menyusun inventarisasi dan laporan secara ™ berkala tentang

keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya ;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Pasal 32
Seksi Peralatan dan Perbekalan terdirl dari

. Sub Seksi Peralatan ;

Sub_Seksi Perbekalan ;
Sub Seksi Perbengkelan.

. Pasal 33
Sub Seksi Peralatan mempunyal tugas @

Menghimpun dan - mengolah data—data untuk menyusun rencana
kebutuhan peralatan ;

Menginventarisasi peralatan-peralatan termasuk alat-alat berat
milik Pemerintah Daerah serta mengatur pemakalannya;

Menyiapkan peralatan-peralatan untuk  tujuan atau  kegiatan
operasional ;

. Melaksanakan perawatan terhadap peralatan-peralatan  yang

menjadi tanggung jawabny= ;

. Mengadakan laporan secara periodik, tentang penggunaan dan

kondisi peralatan-peralatan Dinas ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 34

Sub Seksi Perbekalan mempunyal tugas :

. Menyiapkan perbekalan atau bahan-bahan material untuk kegiatan

- 4
operasional ;

Menyimpan dan merawat segala perbekalan dalam gudang ;

©. Mengadakan pembukuan serta bertanggung jawab atas semua keluar

masuknya perbekalan dalam gudang maupan ditempat lain yang
menjadi tanggung jawabnya ;

. Membuat laporan secara berkala tentany keadaan dan Jjumlah

perbekalan yang ada ;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Peralatan dan Perbekalan.



Pasal 35
'Sub Seksi Perbengkelan mempunyai tugas jf_ ”"

a. Melaksanakan perbaikan ringan maupun berat : terhadap segala
kendaraan dan peralatan besar milik Dinas ;

b. Merencanzkan kebutuhan suku cadang beserta periehgkapannya
untuk perbaikan dan perawatan peralatan-peralatan Dinas ;

~. Merencanakan membuat Jadwal dan melakukan perawatan dan per-
baikan dan perawatan peralatan-peralatan Dinas ;

d. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan perbaikan dan
perawatan peralatan-peralatan Dinas ;

e. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan cleh Kepala Seksi
Peralatan dan Perbekalan.
Pasal 36
SEXST DENCECAHAN ATAU PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Seksi Pencegahan atau Penanggulangan Kebakaran mempunyai
tugas @

&. Melaksanankan usaha-usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran
serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari
ancaman bahaya kebakaran ;

b. Menyelenggarakan dan mengadakan koordinasi tugas pemadaman dan
pencegahan kebakaran ;

c. Melakukan koordinasi dengan Instansi lain dalam Hal penyidikan
sebab-sebab terjadinya bahaya kebakaran ;

_d. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan penanggalangan
kebakaran ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Pasal 37

Seksi Pencegahan atau Penanggulangan Kebakaran terdiri
dari :

a. Sub Seksi Penanggulangan Kebakarén {
b. Sub Seksi Penyuluhan dan Latihan Ketrampilan.

Pasal 38
Sub Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyal tugas ;

a. Menyusun perencanaan tentang sarana dan kegiatan pemadaman dan
pencegahan bahaya kebakaran ; -

b. Menyusun petunjuk dan pedoman tentang usaha pencegahan kebaka-—
ran kepada masyarakat serta Badan atau Lembaga Pemerintah
maupun swasta ;

c. Melaksanakan usaha-usaha péncegahan terhadap bahaya kebakaran;
3. Melaksanakan kegiatan operasional pemadaman kebakaran ;

e. Membuat laporan secara berkala tentang Keglatan penanggulangan
kebakaran ;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yahg'diberikanroleh Kepala Seksi
Penanggulangan Kebakaran.
Pasal 39

Sub Seksi Penyuluhan dan Latihan Ketrampilan mempunyai
tugas :



a.

- "z o

Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
usaha memberikan penyiluhan terhadap pencegahan kebakaran dari
bahan-hahan kimia yang mudah terbakar;

Bekerja sama dengan unit-unit perangkat pemerintah Daerah
lainnya mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-
bahan lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran ;

Turut membina peran serta masyarakat dlbldang usaha penanggu-
langan kebakaran ;

. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang bezhubunqan dengan

masalah penanggulangan kebakaran ;

Melaksanakan Kkoordinasi dan bimbingan tehnis terhadap unit-
unit pemadam kebakaran Instahsi Pemerintah , Swasta dan masya-
rakat ;

. Bekerja sama dengan Instansi lain melakukan kegiatan peneli-

tian dan penyidikan terutama dari segi tekhnis atas sebab-
sebab teriadinya kebakaran ;

. Dengan menmperhatikan wadah partisipasi masyarakalt yany telah

ada seperti HANSIP dan sebagainya, melaksanakan usaha pening-
katan ketrampilan petugas tenaga-tenaga bekare;a bantuan
peradam kebakaran dalam rangka usaha penanggulangan kebakaran;

. Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan, blmblngan dan

latihan ;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Seksi

Penanggulangan Kebakaran.

“‘Pasal 40

Stfuktuz Qrganisasi Dinas Pekérjaan Umum Daerah adalah sebagaima-
na tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(1}

{2}

(3)

(1)

(2)

BAB V
TATA KERJA
Pasal 41

balam melaksanakan tugasnya,' Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah dalam me laksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip koordinasi bailk dalam lingkungan
Dinasnya maupun dalam lingkungan antar Dinas atau Instansi
lainnya ;

Setiap Pimpinan kesatuan Organisasi dalam lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koor-
dinasi, memberikan bDimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 47

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerazh dlangkat dan diberhentikan
cleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gebernur
Kepaia Daerah Lingkat I Jawa Timur ;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebdgaimana dimaksud dalam
pesal 7 ayat (2) dan (3} Peraturan Daerah ini, diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas sete-~
lah mendapat persetujuan dari CGubenur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Timur ;

A



(3) Kepala Urusan dan Kepal Sub Seks: 5ebag&imara Aimarsud  dalam

pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhen-—
tikan oleh Kepala Deerzh atas usul Kepala Dinas.

BAR VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan Daerah inl, susunan Crganisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum yand telah ada disempurnakan
sesual dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya &kén diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentaryg Sasunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Xotamadya Daerah Tingkat
i1 Mojokerto.

Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer intah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto.

Mo okerto, 13 Pebruari 18580

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DRERAH WALIKOTAMADYA KIDALA DARRAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB WADIJORG, S.H.



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daeréﬂ Tingkat I Jawa Timur
tanggal 13 Juli 19%0 Nomor : 267/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan}

Cap. ttd.

Drs. SQEDJITO
NIP, 020 (0lé 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daeran Tingkat II Mojokexto
tahun 1990 Seri € pada tanggal 29 Agustus 1990 Nomor : 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. BO I MTIN
NIP. 010 045 241
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PAFRAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 19906
TENTANG
SUSUNAN CORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO

. PENJELASAN UMUM

Bahwa,cehubungan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umun Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam
keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : Hk. 16 tahun
1987 tanggal 10 Pebruari 1987 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kea-
daan, nzka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemer intah
di bidang Pekerjaan Umum, dipandang pexlu menyempurnakan secara penyeluruh
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam
suatu peraturan Daerah.

Untuk Jjelasnya Peraturan Daersh ini Jjuga memuat  ketentuan-ketentuan
mengenal uraian tugas Sub Bagian, Urusan, Seksi dan Sub Seksi pada Dinas

Pekerjaan Umum Daeran.

PEAHJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasa 1 s/d pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 s/d pasal 39 : Oleh karena Dinas Pekerjaan Umum Daerah selama ini
juga menangani pencegahan atau penanggulangan keba-
xaran, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto memandang perlu untuk membentuk Seksi
Pencegahan atau Penanggulangan kebakaran pada Dinas
Pekerjaan Umum Daerah.

Pasal 43 s/d 45 : Cukup jelas.



